
BUPATIKUDUS 

PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR 11 TAHUN 201 o 

TENTANG 

HAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 24 TAHUN 2001 
PERUBA KSANMN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 

:NTANT~~~~2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

enimbang 

lengingat 

a. 

b. 

BUPATI KUDUS, 

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kudus 
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi lzin 
Mendirikan Bangunan; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 3538) ; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); ' 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4247); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 



Menetapkan 

6. 

7. 

8. 

9. 

2 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
tlembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 

ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444); 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20~8 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4833) ; 

11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang 
lzin Mendirikan Bangunan dan lzin Undang-undang Gangguan 
bagi Perusahaan lndustri; 

12. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang 
Penegakkan Hukum/Peraturan dalam Rangka Pengelolaan 
Lokasi Perkotaan; 

13. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang 
Pelaksanaan Pemberian lzin Mendirikan Bangunan dan 
Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan lndustri; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tahun 2000 Nomor 9); 

15. Keputusan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2001 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 
Tahun 2001 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 24 TAHUN 2001 
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN. 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2001 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 
Tahun 2000 tentang Retribusi lzln Mendirikan Bangunan (Lembara~ 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 31), diubah sebaga, 
berikut : 

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kudus. 

4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Oinas Cipta Karya 
dan Tata Ruang Kabupaten Kudus. 

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan 
Perizinan T erpadu Ka bu paten Kudus. 

6. Oinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
Oinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kudus. 

7. lnspektur adalah lnspektur Kabupaten Kudus. 

8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kudus. 

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. 

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya 
jumlah retribusi terutang. 

11 . lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB 
adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan 
hak kepada pemiliknya untuk mendirikan, mengubah, atau 
menambah bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

12. lzin Merobohkan Bangunan adalah izin yang dikeluarkan oleh 
Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk 
merobohkan bangunan yang dimilikinya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

13. lzin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat _IPB 
ada\ah izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan membenka~ 
hak kepada pemiliknya untuk menggunakan bangunan sesuaa 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) Permohonan 1MB diajukan secara tertulis kepada Bup~~ 
melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengrs, 
formulir yang telah disediakan. 

(2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, setiap 1 (satu) 
minggu 1 (satu) kali melapork.an permohonan 1MB yang telah 
diterima pada minggu yang bersangkutan. 

(3) Permohonan 1MB sebagaimana dimaksud ayat (1) _u_ntuk 
rumah tinggal sampai dengan 2 (dua) lantai harus dilampm : 

a. fotocopy KTP; 

b. fotocopy sertifikat tanah/surat tanda bukti hak atas 
tanah;dan 

c. rencana gambar bangunan. 

(4) Permohonan 1MB sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk 
bangunan selain rumah tinggal sebagaimana dimaksud ayat 
(2) harus dilampiri : 

a. fotocopy KTP; 

b. fotocopy sertifikat tanah/surat tanda bukti hak atas tanah; 

c. rencana gambar bangunan; 

d. perhitungan konstruksi;dan 

e. pernyataan tidak keberatan dari tetangga bagi bangunan 
yang dipersyaratkan memiliki 1zrn tempat usaha 
berdasarkan Undang - Undang Gangguan (HO). 

(5) Khusus bagi pembangunan Menara Telekomunikasi selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Persyaratan administrasi;dan 

b. , Persyaratan teknis. 

(6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf a terdiri dari : 

a. status kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang 
dibuktikan dengan fotocopy sertif1kat dan/atau perjanjian 
sewa menyewa tanah dan/atau bangunan; 

b. fotocopy persetujuan penempatan MTB; 

c. fotocopy Surat Suk.ti Pencatatan dari Bursa Efek Indonesia 
bagi penyedia menara yang berstatus Perusahaan 
Terbuka; 

d. 1otocopy Persetu1uan penye\enggaraan jaringan/jasa 
telekomunikasi dari instansi yang berwenang; 
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e. surat jaminan asuransi untuk warga yang dibuktikan 
dengan surat perjanjian antara pemilik menara 
telekomunikasi bersama dengan pihak asuransi; 

f. asli persetujuan warga dan daftar hadir sosialisasi yang 
diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setemp~~ 
dan dalam radius ketinggian menara dengan dilampin 
fotocopy KTP warga yang bersangkutan; 

g. sonder tanah;dan 

h. pengumuman di surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut­
turut. 

(7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ay~ ruf 
b terdiri dari : J 
a. Gamb~r rencana yang terdiri dari denah situasi, ~ambar 

site plan, dan gambar konstruksi serta perh1tungan 
konstruksi; 

b. Spesifikasi teknis pondasi menara me_liputi dat~ 
penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah t1t1k pondasi 
termasuk geoteknik tanah;dan 

c. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban 
tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban 
sementara (angin dan gempa), beban khusus, beba~ 
maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruks1, 
ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir. 

3. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) Setelah diterimanya permohonan, Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu menyampaikan surat permohonan saran 
perencanaan (advis plan) kepada Kepala Dinas Cipta Karya 
dan Tata Ruang bagi bangunan-bangunan sebagai berikut: 
a. bangunan 1 (satu) lantai untuk publik ; 
b. bangunan lebih dari 2 (dua) lantai; dan/atau 
c. bangunan berbentuk menara . 

(2) Saran perencanaan bangunan (advis plan) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. perencanaan umum; 
b. perencanaan arsitektur; dan/atau 
c. perencanaan konstruksi. 

(3) Perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2), 
untuk bangunan sampai dengan 2 (dua) lantai dapat dilakukan 
oleh tenaga ahli perorangan yang mempunyai keahlian 
dibidang perencanaan bangunan. 

(4) Perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2), 
untuk bangunan lebih dari 2 (dua) lantai dan/atau bangunan 
berbentuk menara dilakukan oleh Biro Konsultan yang telah 
berbadan hukum. 
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4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni 
Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3A 

(1) Apabila terdapat warga yang tidak memberi persetujuannya, 
terhadap permohonan 1MB sebagaimana dimaksud d~lam 
Pasal 2 ayat (3) huruf e, maka terhadap ketidaksetuJuan 
tersebut dilaporkan kepada Bupati untuk dikaji lebih lanjut. 

(2) Khusus bagi permohonan 1MB bagi Menara Telekomunikasi '. 
apabila terdapat warga masyarakat dalam radius sesuai 
ketinggian menara yang tidak memberikan persetujuan, maka 
ketidaksetujuan tersebut dapat dikaji jika didasarkan pada 
alasan-alasan sebagai berikut : 
a. teknis bangunan; 

b. radiasi; dan/atau 

c. keselamatan terhadap lingkungan. 

(3) Terhadap ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), maka Bupati menunjuk Satuan K~rJa 
Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pengkaJ1an 
terhadap ketidaksetujuan tersebut. 

(4) Berdasarkan hasil kajian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka : 
a. izin dapat diberikan apabila berdasarkan hasil kajian dari 

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, alasan-alasan 
ketidaksetujuan yang disampaikan tidak terbukti;dan 

b. izin tidak dapat diberikan apabila berdasarkan hasil kajian 
dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, alasan-alasan 
ketidaksetujuan yang disampaikan terbukti . 

5. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

(1) Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan serta kelengkapan persyaratannya, Kantor 
Pelayanan Perizinan T erpadu menentukan sikap untuk 
menerima atau menolak permohonan 1MB. 

(2) Penolakan permohonan 1MB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada pemohon 1MB paling lambat 6 
(enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan 
dengan menyebutkan alasan penolakan. 

(3) Apabila permohonan 1MB telah memenuhi persyaratan, 
Kantor Pelayanan Penzinan Terpadu menetapkan besamya 
retribusi 1MB. 

(4) Sete\ah pemohon membayar retnbusi 1MB, Kepala Kantor 
Pelayanan Perizinan T erpadu menerbitkan lzin Sementara 
untuk melaksanakan pekeriaan pembangunan. 

l 
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(5) lzin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diterbitkan setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh 
petugas lapangan dari Kantor Pelayanan Perizinan T erpadu 
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. 

6. Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh petugas 
lapangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. 

7. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pekerj_aan 
pembangunan selesai, pemohon izin waj ib menyampa,kan 
laporan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ~ 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja petugas lapangan dan 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan 
pemeriksaan terhadap bangunan dimaksud. 

(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka paling lambat 
14 (empat belas) hari kerja Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu menerbitkan 1MB. 

8. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal8 

Sebelum mengajukan izin merobohkan bangunan , pemohon izin 
harus terlebih dahulu minta persetujuan tentang rencana 
merobohkan bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu. 

9. Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 10 

(1) Permohonan izin merobohkan bangunan diajukan secara 
tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu. dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan 
bermaterai cukup. 

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri: 

a. fotocopy KTP; 

b. fotocopy 1MB; dan 

c. ha\-ha\ lain yang dipandang perlu sesuai advis plan untuk 
bangunan lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan menara 
dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. 

I 

\ 



8 

(3) Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan di 
terima, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
menetukan sikap untuk menerima atau menolak 
permohonan lzin Merobohkan Bangunan. 

(4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan kepada pemohon izin paling lambat 6 
(enam) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan. 

(5) Apabila permohonan izin merobohkan bangunan _ t~lah 
memenuhi persyaratan, Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu menetapkan besamya retribusi izin merobohkan 
bangunan. 

(6) Setelah pemohon membayar retribusi izin merobohkan 
bangunan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
menerbitkan izin merobohkan bangunan. 

1 O. Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(2) Pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh petugas 
lapangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

11 . Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(3) Permohonan f PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengisi formulir yang 
telah disediakan dan bermaterai cukup, bersamaan dengan 
pengajuan permohonan 1MB. 

12. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

(1) Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan di 
terima Kantor Pelayanan Perizinan T erpadu menentukan 
sikap untuk menerima atau menolak permohonan IPB. 

(2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada pemohon izin paling lambat 6 
(enam) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan. 

(3) Apabila permohonan \PB te\ah memenuhi persyaratan, 
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menetapkan 
besarnya retribusi lzin Merobohkan Bangunan. 

(4) Paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah pelunasan 
retribusi oleh pemohon, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu menerbitkan IPB. 



9 

13. Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(2) Perm~honan ~alik nama IPB diajukan secara tertulis kepada 
Bupat, melalw Kepala Kantor Pelayana Perizinan Terpadu 
dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan 
bermaterai cukup. 

14. Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan 
tanda kepemilikan 1MB dan/atau IPB dengan plat seng 
berbentuk segi empat yang telah diberi nomor register 1MB 
dan/atau IPB. 

15. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 

Pelaksanaan penandatanganan perizinan adalah sebagai berikut: 

a. Keputusan izin sementara 1MB ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati dan 
petikan keputusan izin sementara 1MB ditandatangani oleh 
Kasubbag. Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk pada 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;dan 

b. Keputusan 1MB, lzin Merobohkan Bangunan dan IPB ditanda 
tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, 
atas nama Bupati dan petikan izinnya ditandatangani oleh 
oleh Kasubbag. Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk pada 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

16. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 18 

(1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan 
SKRD berdasarkan perhitungan hasil retribusi IMB/lzin 
Merobohkan Bangunan/lPB/ Balik Nama IPB. 

(2) Pemohon izin membayar retribusi IMB/lzin Merobohkan 
Bangunan/ IPB/Balik Nama IPB kepada Bendahara 
Penerimaan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

(3) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dijadikan dasar pengambilan IMB/lzin Merobohkan 
Bangunan/lPB/ Balik Nama IPB pada Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu. 



10 

17. Pasal 19 ayat (3) diub h h" 
a se mgga berbunyi sebagai berikut : 

(3) Permohonan peng . 
retribusi 1 . urangan, kennganan dan pembebasan 
IPB d. MB~lzm Merobohkan Bangunan/lPB dan Balik Nama 
K isampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala 

,9ntor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menyebutkan 
a asan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

18. Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 20 

Menunjuk dan menugaskan kepada : 

(1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ; 

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 1MB, 
lzin Merobohkan Bangunan, f PB serta Balik Nama IPB; 

b. menerbitkan dokumen 1MB lzin Merobohkan Bangunan, 
IPB serta Batik Nama IPB· , 

' 

c. melaksanakan pemungutan Retribusi 1MB; 

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesua i 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. bertanggung jawab atas penyetoran biaya IMB/lzin 
Merobohkan Bagunan/lPB/Balik Nama IPB ke Kas 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;dan 

f. menginventarisasi data 1MB yang telah diterbitkan dan 
data objek 1MB. 

(2) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk menerbitkan 
saran perencanaan (advis plan) sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

(3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan 
Retribusi IMB/lzin Merobohkan Bagunan/lPB/Balik Nama IPB, 
antara lain pembinaan teknis pungutan, penyediaan sarana 
pungutan, penerbitan SKRD dan dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(4) lnspektur untuk melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 
Tahun 2000 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 
beserta peraturan pelaksanaannya. 

(5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 
Tahun 2000 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 
beserta peraturan pelaksanaannya. 
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(6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan 
penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 3 T ahun 2000 tentang Retribusi lzin 
Mendirikan Bangunan beserta peraturan pelaksanaannya. 

19. Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dae~a~, 
lnspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peny,dik 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
bertanggung jawab kepada Bupati. 

Pasalll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen~undangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Senta Daerah 
Kabupaten Kudus. 

No. Jabatan Parat ;,:010 

1. Sctda 

2. As1sfen Sekda 

hundangkan di Kudus ~ : La;nnva , 
tada tanggal 26 i-.ei 2u1 o .. - -

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

~ OMO 

3ERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 111 . 
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